
 
BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR 12.1 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BULUKUMBA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BULUKUMBA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 

Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali  terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

 

 

 



  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80);  

  8. 

 

 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemenntah 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 

Nomor 7); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukuumba Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan 

Penganggaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-

2021 (Lembaran daerah Kabuapten Bulukumba Tahun 

2016 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA. 

   

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Bupati adalah Bupati Bulukumba.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat 

Daerah. 

4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 

organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, 

misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan. 

5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih 

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek 

dari tujuan. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulukumba. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah dalam rangka 

untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan Penetapan Indikator Utama di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba adalah : 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja 

secara baik; 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian 

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah 

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
 

Setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten 

Bulukumba menetapkan Indikator Kinerja Utama. 

 

 

 



 

BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

Pasal 5 
 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran 

kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk 

menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana 

kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, 

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serja melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja. 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 6 
 

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Bulukumba 

diberikan tugas melakukan evaluasi atas capaian kinerja 

setiap Perangkat daerah dalam rangka menyakinkan 

keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja. 

BAB VI 

PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. 
 

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 14 Maret 2017 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

 ttd 

 

A. M. SUKRI  A. SAPPEWALI 

 

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 14 Maret 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 
 

ttd 
[ 

A.  B. AMAL 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 12.1 

 

 

 


